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ABSTRAK 

 

Ajeng Sri Maulani Sitompul (2023): Efektivitas Pengamanan Oleh Satuan    

Pengamanan Terhadap Warga Binaan 

Pemasyarakatan Yang Menggunakan 

Senjata Tajam Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. 

 

 Pengamanan Lapas adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka 

mencegah, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan kantib Lapas atau 

Rutan. Pengamanan Lapas dilakukan oleh satuan pengamanan berdasarkan 

Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lapas dan Rutan. 

Gangguan kantib yang sering terjadi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah 

penggunaan sajam oleh WBP. Larangan ini tercantum dalam Permenkumham 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Pada kenyataannya 

dilapas Kelas IIA Pekanbaru masih banyak WBP yang melanggar aturan Tata 

tertib tersebut sehingga masih terdapat peredaran senjata tajam yang sangat 

membahayakan bagi WBP maupun petugas lapas. Maka dari itu perlunya 

pengamanan yang ketat agar meminimalisir pelanggaran tata  tertib tersebut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan 

tentang bagaimana pengamanan yang dilakukan satuan pengamanan terhadap wbp 

yang menggunakan senjata tajam dilapas Kelas IIA Pekanbaru dan mengetahui 

kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas pengamanan dalam melakukan 

pengamanan.  

 Jenis penelitian yaitu hukum sosiologis penelitian yang dilakukan dengan 

pendekatan identifikasi berlaku hukum dalam masyarakat. Sifat  penelitian 

deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta. Tehnik pengambilan 

kesimpulan yaitu  purposive sampling. Tehnik pengumpulan data  di lakukan 

dengan cara observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data 

yaitu kualitatif. Tehnik pengambilan kesimpulan yaitu induktif deduktif. 

 Kesimpulan penelitian ini dapat diketahui bahwa pengamanan yang 

dilakukan oleh satuan  pengamanan Lapas Kelas IIA Pekanbaru terhadap WBP 

yang menggunakan senjata tajam masih belum efektif.  Faktanya ketika dilakukan 

nya razia petugas masih mendapatkan sajam tersebut di kamar hunian WBP akibat 

kurang ketatnya pengamanan baik secara internal dan external dan kendala yang 

dihadapi satuan pengamanan saat melalukan pengamanan  yaitu lapas yang 

melebihi kapasitas, razia tidak dilakukan langsung keseluruh kamar WBP, 

kurangnya satuan pengamananan, sarana dan prasarana serta banyaknya WBP 

yang tidak menaati aturan di Lembaga Pemasyarakan. 

 Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Senjata Tajam dan Pelanggaran 

 Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hulkulm melrulpakan hasil intelraksi sosial delngan kelhidulpan masyarakat. 

Hulkulm adalah geljella masyarakat, karelna pelrkelmbanganya hulkulm (timbullnya, 

belrulbahnya, dan lelnyapnya) selsulai delngan pelrkelmbangan masyarakat. 

Pelrkelmbangan hulkulm melrulpakan kaca dari pelmbangulnan masyarakat.
1
 Nelgara 

hulkulm ialah nelgara yang melnjalankan pelmelrintahannya belrdasarkan atas 

kelkulasaan hulkulm (su lpelrmasi hulkulm) dan belrtulju lan ulntulk melnyellelnggarakan 

keltelrtiban hulkulm.
2
 Hal ini melmbelrikan pelngelrtian bahwa Nelgara, telrmasulk di 

dalamnya pelmelrintah dan lelmbaga-lelmbaga lainya dalam mellaksanakan tindakan 

apapuln yang haruls didasari olelh kelpastian hulkulm.
3
 

Pasal 1 ayat (3) U lndang-U lndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia 

Tahuln 1945 melnelgaskan bahwa Nelgara Relpulblik Indonelsia adalah nelgara 

hulkulm.
4
 Selsulai delngan asas ulbi sociatels ibi iu ls yang artinya dimana ada 

masyarakat di situl ada hulkulm, selhingga seltiap pelrbulatan yang dilakulkan olelh 

masyarakat haruls belrlandaskan peldoman hulkulm. Su latul pelrbulatan yang dilakulkan 

belrbelntulran delngan su lbstansi ulndang-ulndang maka pelrbulatan itul diselbult tindak 

pidana dan seltiap tindak pidana melmiliki pelrtanggulng jawaban pidana.  

                                                           
1 Ridwan Syahrini, Rangkuman Intisari Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 

h.51. 
2 S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, (Jurnal Hukum Ius Quia 

Iustum, No. 9 Vol 4–1997), h.9. 
3 J.J. von Schmid, Pemikiran tentang Negara dan Hukum, (Jakarta: Pembangunan, 1988), 

h.7. 
4  Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3.  
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Pelrtanggulng jawaban pidana adalah kelwajiban individul atas pellanggaran 

yang tellah dilakulkannya. Kelwajiban ini pada dasarnya adalah sistelm yang 

dijalankan olelh hulkulm pidana ulntulk belrelaksi telrhadap pellanggaran pelrseltuljulan 

ulntulk melnolak pelrbulatan telrtelntul.
5
 Melmbahas tanggulng jawab, selselorang yang 

seltellah mellakulkan kelsalahan wajib melndapatkan disiplin (sanksi) ulntulk 

melmbanguln kelmbali kelselimbangan kelhidulpan bmasyarakat yang lelbih baik. 

Pelnelgakan sanksi selbagai tuljulan hulkulm pidana adalah ulntulk melmelnulhi rasa 

keladilan yang diinginkan olelh masyarakat, selkaliguls melmbelrikan dampak atau l 

elfelk jelra bagi pellaku l agar tidak melngullangin pelrbulatannya. Olelh karelna itul, 

seltiap orang yang mellakulkan keljahatan haruls ditolak delngan pelmbelrian sanksi 

yang diatulr dalami ulndang-ulndang telrselbult.
6
 

Pelmikiran melngelnai fulngsi pelminadaan tidak selkeldar aspelk pelnjaraan 

bellaka, teltapi melrulpakan relhabilitas dan relintelgrasi sosial warga binaan 

pelmasyaraakatan yang dinamakan sistelm pelmasyarakatan. Fulngsi pelmidanaan itu l 

selndiri ialah, melncelgah dilakulkanya tindak pidana delngan melnelgakan norma 

hulkulm delmi pelngayoman masyarakat, melmasyarakatkan telrpidana delngan 

melngadakan pelmbinaan melnjadi orang yang baik dan belrgulna, melnyellelsaikan 

konflik yang ditimbullkan olelh tindak pidana, melningkatkan kulalitas warga binaan 

pelmasyarakatan agar melnyadari kelsalahan, melmpelrbaiki diri dan tidak 

melngullangi tindak pidana selhingga ditelrima kelmbali olelh lingkulngan masyarakat, 

                                                           
5 Muhammad Natsir, Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh, 

(Yogyakarta: Penerbit Deepublish), h.13. 
6 Azhari Saragih, Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana Kekerasaan Antar Sesama Warga binaan pemasyarakatan (Studi : Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Medan), skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 

2018, h.2. 
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aktif belrpelran dalam pelmbangulnan dan hidulp selcara wajar selbagai warga yang 

baik dan belrtangulng jawab.
7
 

Seliring belrjalannya waktul dan selmakin belrtambah pulla julmlah pelnduldulk 

Indonelsia, maka selmakin sullit pulla masyarakat melndapatkan lowongan pelkelrjaan. 

Dikarelnakan hal telrselbult maka julmlah pelngangulran selmakin banyak, selhingga 

melrelka melnghalalkan selgala cara ulntulk dapat melmelnulhi kelbultulhan kellularga 

delngan cara mellakulkan keljahatan, melnculri dan lain selbagainya. Para pelnelgak 

hulkulm tidak bisa diam, pelmbelrian sanksi melrulpakan salah satul solulsi ulntulk tidak 

melngullangi pelrbulatannya kelmbali ataul ulntulk melnimbullkan elfelk jelra para 

pellakulnya delngan cara pelmbinaan didalam Lelmbaga Pelmasyarakatan.
8
 

Lelmbaga pelmasyarakatan selbagai salah satul lelmbaga yang dibulat ole lh 

pelmelrintah ulntulk pelmbinaan bagi warga binaan pelmasyarakatan yang melnjadi 

telmpat latihan bagi warga binaan pelmasyarakatan siap masulk kelmbali ke l 

masyarakat seltellah kellular dari pelnjara karelna tuljulan lelmbaga ini adalah 

melngulbah karaktelr, pola pikir, pelrilakul dan prosels intelraksi sosial haruls dibanguln 

kelmbali agar warga binaan pelmasyarakatan seltellah kelmbali lagi kel lingkulngan 

masyarakat melnjadi manulsia yang lelbih baik lagi dan agar tidak melngullagi 

kelsalahan-kelsalahan yang di bulat di masa lalul. 

Di Indonesia, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi WBP dan anak 

binaan yang dulu dan yang sekarang sudah jauh berbeda. Jika yang dulu sistem 

pembinaan bagi WBP dan anak binaan digunakan sistem kepenjaraan, maka 

                                                           
7 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafatika 2012), h.92. 
8 Hadi Ainal, Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan 

Rumah Tahanan Negara, (Kanun Jurnal Volume 16 Nomor 62, April 2014), h.1. 
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sekarang sistem pembinaan bagi WBP dan anak binaan sudah berubah menjadi 

sistem pemasyarakatan.
9
  

Sistem kepenjaraan diubah karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan 

hukuman sebenarnya. Sedangkan sistem pemasyarakatan di percaya dapat 

memenuhi tujuan tersebut, yaitu untuk memberikan rehabilitasi dan reintegrasi 

sosial kepada WBP Maksudnya yaitu untuk membalikkan WBP menjadi warga 

negara yang baik dan taat hukum, serta untuk melindungi masyarakat dari 

kemungkinan diulanginya kembali tindak pidana oleh WBP.
10

 Tidak hanya 

sistemnya saja diubah, namun termasuk juga dengan istilah lembaganya, yang 

awalnya disebut Lembaga Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS), dan juga istilah orang yang dipenjara yang dulunya disebut Orang 

Hukuman menjadi Narapidana (NAPI).
11

 

Permasyarakan adalah suatu alat penegakan hukum terhadap pelaku 

pidana dengan cara pembinaan untuk dipersiapkan kembali kemasyarakat setelah 

bebas dari masa tahanannya. Belrdasarkan Pasal 1 ayat (1) U lndang-Undang 

Nomor 22 Tahuln 2022 Pelrulbahan atas U lndang-U lndang Nomor 12 Tahuln 1995  

telntang Pelmasyarakatan yang di maksuld delngan:  

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang 

menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap 

tahanan, anak dan dan warga binaan.
12

 

                                                           
9 Wilsa, Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan 

terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrument 

Internasional), (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 24 
10 Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 152. 
11 Ibid.,h.24. 
12 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara 2022 Nomor 

165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan  Pasal 1 ayat 1. 
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 Dalam menjalankan tugas-tugas yang di Lapas dilakukan oleh petugas 

pemasyarakatan yang dahulu disebut “Sipir” karena tetap menggunakan sistem 

penjara untuk mengadili orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan tetap.
13

 

Petugas pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berbunyi: 

Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang 

diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas 

Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
14

 

 Dalam tugas khusus pengamanan Lapas petugas pemasyarakatan dibentuk 

satuan pengamanan yang bertugas untuk menjaga lapas dari ganguan keamanan 

dan ketertiban yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakan. Berdasarkan 

satuan pengamanan Pasal 1 Ayat 7 Permenkumham  Nomor 33 Tahun 2015 

tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 

berbunyi : 

Satuan Pengamanan unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, 

penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan 

ketertiban di Lapas dan Rutan.
15

 

Pengamanan lapas adalah pengamanan bagi warga binaan pemasyrakatan 

merupakan salah satu bagian penting sebagai pendukung terwujudnya tujuan dari 

sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina warga bianaan pemasyaraktan. 

Pengamanan Lapas berdasarkan Pasal 1 Ayat 6  Permenkumham Nomor 33 Tahun 

                                                           
13 https://id.wikipedia.org/wiki/petugaspemasyaraktan, diakses pada tanggal 4 Agustus 

2023. 
14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara 2022 Nomor 

165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan  Pasal 1 ayat 22. 
15 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran 

Negara 2015 Nomor 1528; tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakan dan  Rumah Tahanan 

Negara Pasal 1 ayat 7.  
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2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 

berbuyi: 

Pengamanan Lapas atau Rutan yang selanjutnya disebut dengan 

pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka mencegah, 

penindakan dan pemulihan terhadap setiap ganguan keamanan dan 

ketertiban Lapas atau Rutan.
16

 

 

Pelaksanaan pengamanan lapas dilaksanakan oleh Kepala Lapas yang 

kemudian di bentuk satuan pengamanan diatur didalam Pasal 2 Ayat 4   

Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu : 

Kepala Divisi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan Pengamanan 

kepada Kepala Lapas atau Ruta.
17

 

Kemudian selanjutnya di jelaskan didalam Pasal 3 Ayat 1 yaitu: 

Dalam menyelenggarakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dapat dibentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban. 

 

Pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan termuat didalam 

Pasal 8 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada 

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berbunyi : 

Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas atau 

Rutan, meliputi:  

a. pemeriksaan pintu masuk;  

b. Penjagaan;  

c. Pengawalan; 

d. Penggeledahan: 

e. Inpeksi; 

f. Kontrol 

g. Kegiatan Intelijen; 

                                                           
16 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran 

Negara 2015 Nomor 1528; tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakan Dan  Rumah Tahanan 

Negara Pasal 1 Pasal 1 Ayat 6. 
17 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran 

Negara 2015 Nomor 1528; tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakan Dan  Rumah Tahanan 

Negara Pasal 2 ayat 4. 
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h. Pengendalian peralatan; 

i. Pengawasan komunikasi; 

j. Pengendalian lingkungan; 

k. Penguncian; 

l. Penempatan dalam rangka Pengamanan; 

m. Investigasi dan reka ulang, dan 

n. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
18

 

 

Selanjutnya dijelas kan di dalam Pasal 10  Ayat 1 Permenkumham Nomor 

33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

Tahanan Negara berbunyi : 

Penjagaan sebagaimana dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dilakukan di 

a. pintu gerbang halaman; 

b. pintu gerbang utama; 

c. pintu pengamanan utama; 

d.  ruang kunjungan; 

e. lingkungan blok hunian; 

f. blok hunian; 

g. pos menara atas; 

h. area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan. 
19

 

Dalam  meminimasir  terjadi pelanggaran tata tertib Lapas yang dilakukan 

oleh warga binaan pemasyarakatan perlunya pellaksanaan pe lngamanan di Lapas 

dan Rultan sesuai Pelratu lran Me lntelri Hu lkulm dan Hak Asasi Manu lsia Relpulblik 

Indonelsia Nomor 33 Tahu ln 2015 telntang Pe lngamanan Pada Lelmbaga 

Pelmasyarakatan dan Ru lmah Tahanan Ne lgelra. Ke lamanan dan keltelrtiban yang 

kondulsif di dalam Le lmbaga Pe lmasyarakatan dan Ru lmah Tahanan Ne lgara 

melrulpakan syarat u ltama u lntulk melndulkulng telrwu ljuldnya ke lbelrhasilan pellaksanaan 

                                                           
18 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran 

Negara 2015 Nomor 1528; tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakan Dan  Rumah Tahanan 

Negara Pasal 8. 
19 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran 

Negara 2015 Nomor 1528; tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakan Dan  Rumah Tahanan 

Negara Pasal 10.  
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sistelm pelmasyarakatan, de lngan ini u lntulk telrpelliharanya kondisi yang aman dan 

telrtib dipelrlulkan atulran hulkulm yang melngatulr pelngamanan di lapas dan Ru ltan. 

Kurang efektifnya penjagaan yang dilakukan satuan pengamanan yang 

dimulai dari petugas pintu utama sering lalai dalam melakukan pemeriksaan 

terhadap tamu dan barang-barang yang akan masuk ke dalam Lapas, begitupun 

penjagaan didalam lingkungan blok huniaan kurang nya pengawasaan dalam blok 

hunian tersebut yang menyebabkan WBP lebih leluasa di Lapas sehingga 

pelanggaran tata tertib itu sering terjadi di Lapas tersebut. 

Warga binaan pemasyarakatan yang ada didalam Lembaga 

Pemasyarakatan  harus menaati tata tertib yang harus di lakukan selama ia tinggal 

di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tercantum  dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 

Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga 

Pemasyaraktan dan Rumah tahanan Negara dikatakan bahwa: 

Setiap warga binaan pemasyarakatan dan tahanan wajib mematuhi tata 

tertib Lapas dan Rutan, dan selanjutnya dalam Ayat 2 menegaskan bahwa 

Tata Tertib Lapas dan Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup Kewajiban dan Larangan bagi Warga binaan pemasyarakatan 

dan tahanan.
20

 

Didalam Lapas warga binaan pemasyarakatan mempunyai larangan yang 

harus yang harus dipatuhi oleh warga binaan pemasyarakatan. Adupun larangan 

warga binaan pemasyarakatan tersebut diatur di dalam Pasal 4 Permenkumham 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakan yang berbunyi : 

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:  

a. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan 

lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan; 

                                                           
20 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, Lembaran Negara 

2013 Nomor 356; tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakan dan  Rumah Tahanan Negara Pasal 

2 Ayat 1 dan 2. 
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b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual; 

c.  melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian; 

d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala 

Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang 

berwenang; 

e.  melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam 

menjalankan tugas; 

f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang 

berharga lainnya; 

g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 

mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta 

obatobatan lain yang berbahaya; 

h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 

mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol; 

i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, 

dan/atau alat elektronik lainnya; 

j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti 

laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, 

dan sejenisnya; 

k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;  

l.  membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; 

m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat 

menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran; 

m. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, 

terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, 

atau tamu/pengunjung;  

n. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat 

menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; 

o. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan 

Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang 

sejenis; 

p.  memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas 

Pemasyarakatan; 

q. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan 

keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas 

Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;  

r. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;  

s. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;  

t.  menyebarkan ajaran sesat; dan 

u. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan 

keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.
21

 

                                                           
21 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, Lembaran Negara 

2013 Nomor 356; tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakan dan  Rumah Tahanan Negara Pasal 

4.  
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        Pellanggaran yang se lring telrjadi di Lelmbaga Pelmasyarakatan Ke llas IIA 

Pelkanbarul bulkan hanya pe lrtikaian dan warga binaan pe lmasyarakatan yang 

mellarikan, keltika dilaku lkan razia langsu lng di blok hu lnian Lelmbaga 

Pelmasyarakatan Kellas IIA Pelkanbarul masih telrnyata masih dite lmulkan belbelrapa 

barang telrlarang belru lpa se lnjata tajam se lpelrti pisau l silelt, dan be lsi yang diasah. 

Ada julga ditelmulkan pu lla kaca, plastik ru lncing dan se lnjata tulmpull.22 Selrta 

ditelmulkan nya be lnda-belnda telrlarang lain yang ditelmulkan adalah se lndok 

garpul, heladselt, ricel cookelr, pelmanas air, batelrai, ge lspelr kelpala belsi, alat listrik, 

bilah pisaul, dan tripod kame lra.  

Pellangaran ini telrcantu lm pada Pasal 4 Hu lru lf l Pelratulran Melntelri Hulkulm 

dan Hak Asasi Manu lsia Relpulblik Nomor 6 Tahun 2013 telntang Tata Telrtib 

Lelmbaga Pelmasyarakatan dan Rulmah Tahanan Nelgara yaitu:l::;  

Setiap warga binaan pemasyarakatan atau tahanan dilarang membulat 

dan menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya.
23

 

Melnulrult Pasal 4 hulrulf l ini Pelrmelnkulmham Nomor 6 Tahuln 2013 telntang 

Tata Telrtib Lelmbaga Pelmasyarakatan dan Rulmah Tahanan Nelgara jellas selcara 

telgas dijellaskan warga binaan pe lmasyarakatan tidak bolelh melmbulat, melnyimpan 

selnjata tajam. Di dalam Lelmbaga Pelmasyarakatan tidak bolelh ada pelnggulnaan 

selnjata tajam ataul selnjata tajam agar tidak ada warga binaan pe lmasyarakatan 

melnyimpan selnjata tajamtelrselbult pelngawasan di lelmbaga pelmasyarakatan haruls 

lelbih ditingkatkan dan dijalankan selbaik mulngkin selsulai Standar Opelrasinal 

                                                           
22https://www.riau.go.id/home/content/2023/01/31/14530-razia-blok-hunian-lapas 

pekanbaru-masih-ditemukan-sajam-dan-benda-terlarang 
23Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, Lembaran 

Negara 2013 Nomor 356; tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakan dan  Rumah Tahanan 

Negara Pasal 4 Huruf l  
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Proseldulr (SOP). Delngan adanya pellanggaran yang dilakulkan warga binaan 

pelmasyarakatan dikhawatirkan melncelriminkan lelmbaga pelmasyarakatan bellulm 

mampul melnjadikan warga binaan pelmasyarakatan. 

Pellanggaran melnyelluldulpan selnjata tajam yang dilaku lkan olelh warga 

binaan pelmasyarakatan ini yang se lring melnjadi pu lsat pelrhatian dilingku lngan 

masyarakat dari pe lnggaran ini se lharulsnya ada pe lrbaikan siste lm kelamanan dan 

pelngawasan se lrta sarana di le lmbaga pelmasyaratan telrselbult. Apabila ini su ldah 

dipelrbaiki bisa melngu lrangi pellanggaran dan hal-hal yang tidak diingiinkan dan 

lelmbaga pelmasyarakatan bisa melncapai apa yang di cita-citakan. 

Pelangaran tata tertib penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh 

warga binaan pemasyarakan masih sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA yang mana didalam Permenkumham Nomor 6 Tahu ln 2013 telntang Tata 

Telrtib Lelmbaga Pe lmasyarakatan Dan Ru lmah Tahanan Ne lgara Pasal 8 sampai 

delngan Pasal 10 dije llaskan melmiliki se lnjata tajam me lrulpakan pellanggaran belrat. 

Belrarti delngan adanya pe llanggaran yang belrat yang tellah telrjadi di Lelmbaga 

Pelmasyarakatan Ke llas IIA Pelkanbarul. 

Menurut Aris selaku kelpala Ke lsatulan Pe lngamanan Le lmbaga Pelmasyarkan 

(KPLP) melnyatakan ke ltika  razia blok hu lnian di Lelmbaga Pelmasyarakan Ke llas 

IIA Pelkanbarul melnyatakan te lrdapat  se lnjata tajamyakni diantaranya be lnda yang 

dibulat olelh warga binaan pe lmasyarakatan dari alat-alat se lhari-hari yaitul selpelrti 

gosok gigi yang diasah me lnjadi tajam, selndok yang dirakit me lnadi pisaul yang 
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dapat mellulkai warga binaan pe lmasyarakatan lainnya dan dapat me lnggangul 

kelamanan warga binaan pe lmasyarakatan lainnya.
24

 

Kelamanan dan keltelrtiban melrulpakan faktor pelnting ulntulk 

melnulnjangselgalanya kelgiatan yang ada di fasilitas lapas dan rulmah tahanan 

karelna jika ada ganggulan kelamanan dan pellanggaran tata telrtib telrselbult telntulnya 

akan melmpelngarulhi prosels pellaksanaan yang ada di lapas ataaulpuln rultan. Ole lh 

karelna itul pelnjara, dalam hal ini peltulgas lapas atau lpuln rultan haruls belkelrja lelbih 

elxtra ulntulk melningkatkan pelngawasan dan kelamanan lapas ataulpuln rultan agar 

tidak melnggagul keltelrtiban warga binaan pelmasyarakatan. 

Kelamanan belrarti tidak hanya kelamanan fisik warga binaan 

pelmasyarakatan, selpelrti melncelgah warga binaan pelmasyarakatan mellarikan diri 

teltapi julga pelrlul dipelrhatikan kelamaanan yang belrkaitan delngan aspelk hulkulm 

telrmasulk keltelrtiban di lapas bagi warga binaan pelmasyarakatan selrta kelwajiban 

dan larangan bagi warga binaan pelmasyarakatan haruls belnar-belnar dipelrhatikan. 

Pelngawasan lapas yang sangat baik melmpelngarulhi agar melncapai kelamanan dan 

keltelrtiban selsulai yang di inginkan dan melminimalisir telrjadinya pellanggaran-

pellanggaran yang ada di lapas.  

Kelamanan dan keltelrtiban melrulpakan hal yang haruls ditingkatkan agar 

melnciptakan lelmbaga pelmasyaraktan yang baik selsulai standar selrta melngulrangi 

pellanggaran-pellanggaran yang dilakulkan olelh warga binaan pelmasyarakatan yang 

ada di lelmbaga pelmasyarakatan. Selhigga apabila telrjadi pellanggaran pelrlul adanya 

                                                           
24 Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga 

Pemasyarkan, Aris, Kota Pekanbaru 17 Februari 2023, pukul 09.00 WIB 
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pelnelgakan hulkulm dan melnelrapkan sanksi-sanki selsu lai pelrtulran bagi seltiap warga 

binaan pelmasyarakatan yang mellanggar tata telrbib di lelmbaga pelmasyarakatan. 

Peltulgas satuan pengamanan diharapkan lelbih melmpelrhatikan selcara 

deltail, celrmat dan celpat  dalam melnjalankan tulgas pengamanangaman dan lelbih celpat 

melngambil tindakan selgala pelrilakul dan pellanggaran yang dilakulkan olelh warga 

binaan pelmasyarakatan yang tidak melmelnulhi kelwajiban dan warga binaan 

pelmasyarakatan mellakulkan pelrbulatan yang dilarang dilapas telrselbult selbagaimana 

yang tellah diatulr dalam Pelrmelnkulmham Nomor 6 Tahuln 2013 telntang Tata Telrtib 

Lelmbaga Pelmasyarakatan dan Rulmah Tahanan Nelgara. Dalam pelratulan ini dapat 

dipelrhatikan seltiap warga binaan pelmasyarakatan haruls mellakulkan kelwajiban 

selrta melnghindari selgala larangan yang ada dilapas belrdasarkan pelratulran yang 

ada.  

Pelngamanan di Lelmbaga Pelmasyarakatan selsulai standar opelrasional 

proseldulr pelrlul dijalan kan delngan baik dan haruls elfelktivitas. Jika hal ini dapat 

diwuljuldkan maka pellangaran-pellangaran ini dapat diminimalisir, dilain pihak 

pelrlul julga pelningkatan pelngawasan lelmbaga pelmasyarakatan yang haruls elkstra 

keltat, walaul bagaimanapuln Lelmbaga Pelmasyarakatan yang melmiliki kelamanan 

tinggi dan standar opelrasioanal proseldulr yang baik kalaul tidak ditulnjang delngan 

keltelrseldiaan peltulgas lelmbaga pelmasyarakatan yang belrsih, intelgritas, dan 

Profelsional maka kelamanan telntul sangat sulkar u lntulk didapat, selhingga dari 

kelnyataan inilah pelrlul dipelrhatikan bahwa hal yang sangat pelrlul ulntulk 

ditingkatkan dalam pelnangullangan pellangaran-pellangaran yang telrjadi dilapas 

dan rultan selpelrti yang tellah dijellaskan diatas ialah soal pelran satuan Lapas dan 
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Rultan yang melmilki kompotelnsi yang baik, keltika sistelm kelamanan, standar 

opelrasional proseldulr selrta tidak di tulnjang adanya peltulgas lelmbaga 

pelmasyarakatan yang belrkompoteln, maka pellangaran-pellangaran telrselbult telntul 

tidak dapat diatasi. 

Belrdasarkan ulraian telrselbult pelnullis belrkelinginan melnelliti dan 

melmbelrikan selbulah gagasan delngan juldull “EFEKTIVITAS PENGAMANAN 

OLEH SATUAN PENGAMANAN TERHADAP WARGA BINAAN 

PEMASYARAKATAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU” 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah oleh penelitian ini digunakan agar lebih terarah dan 

mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

ialah pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan 

senjata tajam dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengamanan 

tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan oleh satuan 

pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakan yang menggunakan 

selnjata tajam di Lembaga pemasyarakan Kelas IIA Pekanbaru.  

2. Apa kelndala yang dihadapi ole lh satuan pelngamanan telrhadap warga 

binaan pelmasyarakatan yang menggunakan senjata tajam di Le lmbaga 

Pelmasyarakatan Ke llas IIA Pelkanbarul. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. U lntulk melngeltahuli efektivitas pengamanan Lembaga 

Pemasyarakatan oleh satuan pengamanan terhadap warga binaan 

pemasyarakan yang menggunakan selnjata tajam di Lembaga 

pemasyarakan Kelas IIA Pekanbaru  

b. U lntulk melngeltahuli kelndala yang dihadapi olelh satuan pelngamanan 

telrhadap pelngamanan selnjata tajam yang digulnakan olelh warga 

binaan pelmasyarakatan di Lelmbaga Pelmasyarakatan Kellas IIA 

Pelkanbarul. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Pelnellitian ini dapat belrmanfaat ulntulk melnambah ilmul pelngeltahulan 

dalam dulnia pelndidikan khulsuls nya ulntulk Program Stuldi Ilmu l 

Hulkulm sellanjultnya. Pelnellitian ini ju lga dapat melnjadi salah satul 

aculan u lntulk pelnullis sellanjultnya. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil pelnellitian ini dapat dimanfaatkan telrultama ulntulk para 

praktisi yang belrdinas di Lelmbaga Pelmasyarakatan agar dapat 

lelbih melmahami beltapa pelntingya melnjaga selkaliguls melnelgakan 

kelamanan di Lelmbaga Pelmasyarakatan dalam rangka 

mellaksanakan sistelm kelamanan. Dan pelnellitisan ini diharapkan 

dapat dijadikan tambahan wawasan bagi pelmbaca dan di jadikan 
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relfelrelnsi bagi pelnelliti sellanjultnya melngelnai kelamanan Lelmbaga 

Pelmasyarakatan di Indonelsia. 

c. Manfaat Akademis 

Pelnellitian ini ulntulk mellelngkapi tulgas akhir dan salah satul 

melnjadi syarat gulna melmpelrolelh Gellar Sarjana Hulkulm pada 

Fakulltas Syariah dan Hulkulm U lnivelrsitas Sulltan Syarif Kasim 

Riau.l 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kerangka Teori 

1. Teori Efektivistas Hukum 

Melnulrult Hans Kellseln, jika Belrbicara telntang elfelktifitas hulkulm, 

dibicarakan pulla telntang validitas hulkulm. Validitas hulkulm belrarti bahwa norma-

norma hulkulm itul melngikat, bahwa orang haruls belrbulat selsulai delngan yang 

diharulskan olelh norma-norma hulkulm, bahwa orang haruls melmatulhi dan 

melnelrapkan norma-norma hulkulm. Elfelktifitas hulkulm belrarti bahwa orang 

belnarbelnar belrbulat selsulai delngan norma-norma hulkulm selbagaimana melrelka 

haruls belrbulat, bahwa norma-norma itul belnar-belnar ditelrapkan dan dipatulhi.
25

 

  Elfelktivitas belrasal dari kata elfelktif yang melngandulng pelngelrtian 

dicapainya kelbelrhasilan dalam melncapai tuljulan yang tellah diteltapkan. Elfelktivitas 

sellalul telrkait delngan hulbulngan antara hasil yang diharapkan delngan hasil yang 

selsulnggulhnya dicapai. Elfelktivitas adalah kelmampulan mellaksanakan tulgas, fulngsi 

(opelrasi kelgiatan program ataul misi) dari pada sulatul organisasi ataul seljelnisnya 

yang tidak adanya telkanan ataul keltelgangan diantara pellaksanaannya. Jadi 

elfelktivitas hulkulm melnulrult pelngelrtian di atas melngartikan bahwa indikator 

elfelktivitas dalam arti telrcapainya sasaran ataul tu ljulan yang tellah ditelntulkan 

selbellulmnya melrulpakan selbulah pelngulkulran dimana sulatul targelt tellah telrcapai 

selsulai delngan apa yang tellah direlncanakan. 

                                                           
25 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h.12. 
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  Telori elfelktivitas hulkulm selbagai kaidah melrulpakan patokan melngelnai 

sikap tindak ataul pelrilakul yang pantas. Meltodel belrpikir yang dipelrgulnakan adalah 

meltodel deldulktif-rasional, selhingga melnimbullkan jalan pikiran yang dogmatis. Di 

lain pihak ada yang melmandang hulkulm selbagai sikap tindak ataul pelrilakul yang 

telratulr. Meltodel belrpikir yang digulnakan adalah indu lktif-elmpiris, selhingga hulkulm 

itul dilihatnya selbagai tindak yang diullang-ullang dalam belntulk yang sama, yang 

melmpulnyai tuljulan telrtelntul.
26

 

  Elfelktivitas hu lkulm dalam tindakan ataul relalita hulkulm dapat dikeltahuli 

apabila selselorang melnyatakan bahwa sulatul kaidah hulkulm belrhasil ataul gagal 

melncapai tuljulanya, maka hal itul biasanya dikeltahuli apakah pelngarulhnya belrhasil 

melngatulr sikap tindak ataul pelrilakul telrtelntul selhingga selsulai delngan tuljulannya 

ataul tidak. Elfelktivitas hulkulm artinya elfelktivitas hulkulm akan disoroti dari tuljulan 

yang ingin dicapai, yakni elfelktivitas hulkulm. Salah satul ulpaya yang biasanya 

dilakulkan agar sulpaya masyarakat melmatulhi kaidah hulkulm adalah delngan 

melncantulmkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi telrselbult bisa belrulpa sanksi 

nelgatif ataul sanksi positif, yang maksuldnya adalah melnimbullkan rangsangan agar 

manulsia tidak mellakulkan tindakan telrcella ataul mellakulkan tindakan yang telrpulji.
27

 

Dipelrlulkan kondisi-kondisi telrtelntul yang haruls dipelnulhi agar hulku lm 

melmpulnyai pelngaru lh telrhadap sikap tindak ataul pelrilakul manulsia. 

Kondisikondisi yang haruls ada adalah antara lain bahwa hulkulm haruls dapat 

dikomulnikasikan. Komulnikasi hulkulm lelbih banyak telrtuljul pada sikap, olelh 

karelna sikap melrulpakan sulatul kelsiapan melntal selhingga selselorang melmpulnyai 

                                                           
26 Soerdjono, Benerapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di 

indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia,1976), h.45. 
27 Ibid., h.48 
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kelcelndulrangan ulntulk melmbelrikan pandangan yang baik ataul bulrulk, yang 

kelmuldian telrwuljuld di dalam pelrilakul nyata. Apabila yang dikomulnikasikan tidak 

bisa melnjangkaul masalah-masalah yang selcara langsulng dihadapi olelh sasaran 

komulnikasi hulkulm maka akan dijulmpai kelsullitan-kelsullitan. Hasilnya yaitu l 

hulkulm tidak pulnya pelngarulh sama selkali ataul bahkan melmpulnyai pelngarulh yang 

nelgatif. Hal itul diselbabkan olelh karelna kelbultulhan melrelka tidak dapat dipelnulhi 

dan dipahami, selhingga melngakibatkan telrjadinya frulstasi, telkanan, ataul bahkan 

konflik. 

  Ada belbelrapa factor yang melmpelngarulhi kelelfelktivan hulkulm : 

a. Faktor hulkulmnya selndiri 

Hulkulm belrfulngsi u lntulk keladilan, kelpastian dan ke lmanfaatan. Dalam 

praktik pelnye llelnggaraan hu lkulm di lapangan ada kalanya te lrjadi 

pelrtelntangan antara ke lpastian hu lkulm dan ke ladilan. Kelpastian Hu lkulm 

sifatnya konkre lt belrwu ljuld nyata, se ldangkan ke ladilan be lrsifat abstrak 

selhingga keltika se lselorang hakim melmultu lskan su latul pelrkara selcara 

pelnelrapan ulndang-ulndang saja maka ada kalanya nilai keladilan itu l tidak 

telrcapai. Maka ke ltika mellihat su latul pelrmasalahan me lngelnai hu lkulm 

seltidaknya ke ladilan me lnjadi prioritas u ltama. Kare lna hu lkulm tidaklah 

selmata-mata dilihat dari su ldult hulkulm telrtullis saja, Masih banyak atu lran-

atulran yang hidu lp dalam masyarakat yang mampu l melngatu lr kelhidulpan 

masyarakat.
28

 

                                                           
28 Ibid.,h.51.  
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Jika hulku lm tuljulannya hanya se lkeldar ke ladilan, maka kelsullitannya 

karelna keladilan itu l belrsifat su lbjelktif, sangat telrgantulng pada nilai-nilai 

intrinsik su lbjelktif dari masing-masing orang. Me lnulrult Achmad Ali apa 

yang adil bagi si Baco be llulm telntul di rasakan adil bagi si Sangkala. 

Melngelnai faktor hu lkulm dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 

KUlHP yang pe lrulmulsan tindak pidananya hanya me lncantulmkan 

maksimulmnya sajam, yaitu l 7 tahuln pelnjara selhingga hakim u lntulk 

melnelntulkan be lrat ringannya hu lkulman dimana ia dapat be lrgelrak dalam 

batas-batas maksimal hu lkulman. Olelh karelna itul, tidak melnultulp 

kelmulngkinan hakim dalam me lnjatulhkan pidana te lrhadap pellakul keljahatan 

itul telrlalul ringan, atau l telrlalul melncolok pelrbeldaan antara tulntultan delngan 

pelmidanaan yang dijatu lhkan. Hal ini melrulpakan su latul pelnghambat dalam 

pelnelgakan hulku lm telrselbult.
29

 

b. Faktor pelnelgak hulkulm 

Faktor ini mellipulti pihak-pihak yang melmbelntulk maulpuln melnelrapkan 

hulkulm ataul law e lnforcelmelnt. Bagian-bagian itu l law elnforcelmelnt adalah 

aparatulr pelnelgak hu lkulm yang mampu l melmbelrikan kelpastian, keladilan, dan 

kelmanfaat hu lku lm se lcara proporsional. Aparatu lr pelnelgak hu lkulm 

melnyangkulp pelngelrtian melngelnai institu lsi pelnelgak hu lkulm dan aparat 

(orangnya) pelnelgak hu lkulm, seldangkan aparat pe lnelgak hu lkulm dalam arti 

selmpit dimu llai dari ke lpolisian, keljaksaan, kelhakiman, pe lnaselhat hulkulm dan 

peltulgas sipir lelmbaga pe lmasyarakatan. Se ltiap aparat dan aparatu lr dibelrikan 

                                                           
29 Ibid., h.54. 
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kelwelnangan dalam mellaksanakan tulgasnya masing-masing, yang me llipulti 

kelgiatan pelnelrimaan laporan, pe lnye llidikan, pe lnyidikan, pe lnulntultan, 

pelnbulktian, pelnjatu lhan vonis dan pelmbelrian sanksi, se lrta u lpaya pelmbinaan 

kelmbali telrpidana.  

c. Faktor sarana ataul fasilitas yang melndulkulng pelnelgakan hulkulm 

Fasilitas pelndulkulng se lcara se ldelrhana dapat diru lmulskan se lbagai 

sarana ulntulk melncapai tuljulan. Rulang lingku lpnya telrultama adalah sarana 

fisik yang be lrfu lngsi se lbagai faktor pelndu lkulng. Fasilitas pe lndulkulng 

melncangkulp telnaga manu lsia yang belrpelndidikan dan telrampil, organisasi 

yang baik, pe lralatan yang melmadai, kelulangan yang cu lkulp dan se lbagainya. 

Jika fasilitas pelndu lkulng tidak telrpelnulhi maka mu lstahil pelnelgakan hu lkulm 

akan nelncapai tuljulannya. Ke lpastian dan kelcelpatan pelnyellelsaian pelrkara 

telrgantulng pada fasilitas pe lndulkulng yang ada dalam bidang-bidang 

pelncelgahan dan pelmbelrantasan keljahatan. 

d. Faktor masyarakat 

Pelnelgakan hulkulm belrasal dari masyarakat dan belrtuljulan ulntulk 

melncapai keldamaian didalam masyarakat. Masyarakat melmpulnyai 

pelndapatpelndapat telrtelntul melngelnai hulkulm.
30

 

2. Teori Keamanan Negara 

Secara etimologis konsep keamanan (security) berasal dari bahasa latin 

“securus: (se+cura)” yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari 

ketakutan (free from danger, freefrom fear). Keamanan (security) secara umum 

                                                           
30 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), h. 87 
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dapat didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan diri (survival) dalam 

menghadapi ancaman nyata (existensial threat).
31

 Kata ini juga bisa bermakna dari 

gabungan se (yang berarti tanpa/without) dan curus (yang berarti uneasiness). 

Sehingga bila digabungkan kata ini bermakna liberation from uneassiness, or a 

peaceful situstion without any risk or threats”.  

Kemudian yang dimaksud dengan gangguan keamanan adalah gangguan 

dan ancaman yang muncul akibat dari kondisi yang pada umumya selalu panik 

atau tidak teratur-tidak disiplin atau paranoid, demokrasi yang tidak terkendali, 

pertentangan ideology (clash of civilization), dominasi kekuatan politik tertentu, 

peredaran senjata gelap, globalisasi, instabilitas politik dan pemberontakan 

terhadap dominasi negara-negara lain, diantaranya adalah teorisme, separatisme, 

konflik horizontal dan pemberontakan senjata.
32

 

Keamanan negara diselenggarakan oleh pemerintah melalui usaha sistem 

keamanan negara yang diselenggarakan oleh beragam institusi keamanan yang 

masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang spesifik. 

Pengelolaan keamanan negara perlu membedakan antara institusi-institusi 

penanggung jawab politik dan penanggung jawab operasional. Institusi 

penangung jawab politik adalah pemerintah dan parlemen yang memiliki 

                                                           
31Muhamad Yamin dan Sebastian Matengkar, Intelijen Indonesia Towards Profesional 

Inteligence, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 6. 
32Liota P.H, 2002, Boomerang Effect: The Convergen of National and Human Security, 

Dalam Security Dialogue, Vol 33 No. 4, hal. 473-488 dalam Tim Propatria Institute, Mencari 

Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, (Jakarta: Tim Propatria 

Institute, 2006), h. 27. 
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kewenangan dalam merumuskan kebijakan keamanan dan/atau dalam mengawasi 

pelaksanaan kebijakan.
33

 

3. Teori Senjata 

a. Pengertian Senjata  

Senjata ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mempermudah 

masing masing pihak yang bertikai dalam menggapai kemenangan. 

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai ataupun 

membunuh manusia maupun hewan, atau menghancurkan suatu target 

militer, senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk 

mempertahankan diri, dan juga untuk sekadar mengancam.
34

 

b. Pembagian Senjata  

a. Senjata Tajam 

Selnjata tajam adalah alat yang ditajamkan ulntulk digulnakan langsulng 

ulntulk mellulkai tulbulh lawan. Di dalam Ulndang-ulndang Nomor 2 

Tahuln 2002 telntang Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia pada 

pelnjellasan Pasal 15 ayat 2 hulrulf el diselbu ltkan pelngelrtian selnjata tajam 

yang dimaksuld delngan selnjata tajam dalam U lndang-U lndang ini 

adalah selnjata tajam pelnikam, selnjata tajam pelnulsulk, dan selnjata 

pelmulkull, tidak telrmasulk barang-barang yang nyata-nyata 

dipelrgulnakan ulntulk pelrtanian, ulntulk pelkelrja rulmah tangga, ulntulk 

kelpelntingan mellakulkan pelkelrjaan yang sah ataul nyata, ulntulk tuljulan 

                                                           
33 Anak Agung Bayu Perwita, Mencari Format Komperhensif Pertahanan dan Keamanan 

Negara, (Jakarta: Propartia Institute, 2006), h.7. 
34  M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Cetakan I, Reality Publisher, (Surabaya, 

2009), h. 561. 
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barang pulsaka, barang kulno, barang ajaib selbagaimana diatulr dalam 

U lndang-Undang Nomor 12/Drt/1951.
35

 

b. Senjata Api 

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, adalah segala senjata yang menggunakan 

mesin seperti senapan, pistol dan sebagainya
36

  

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang 

Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan 

pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana 

diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Freraturan Senjata Api (vuurwapenregeling 

: in, -uit, doorvoer en los -sing) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah 

dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.2778), tetapi tidak termasuk 

dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata mempunyai tujuan sebagai barang 

kuno atau barang yang ajaib (merk - waardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata 

yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat 

dipergunakan.
37

 

4. Warga binaan pemasyarakatan  

Warga binaan pelmasyarakatan adalah sulbjelk hulkulm yang kelbelbasannya 

telrpelnjarakan ulntulk selmelntara waktul dalam pelnelmpatan rulang isolasi jaulh dari 

lingkulp masyarakat, olelh karelna itullah melrelka julga pelrlul dipelrhatikan 

                                                           
35Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara 2002 Nomor 2; 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 

ayat 2. 
36  W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka), 

2012, h. 917 
37 Andi Hamzah, Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, (Jakarta: 

Pradnya Paramita), 2012, h.253. 
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kelseljahtelraannya di dalam sell telrselbult telrlelbih lagi selorang WBP yang hidulpnya 

telrisolasi olelh ulmulm. 

Di dalam Pasal 1 Ayat 6 U lndang-U lndang Nomor 22 Tahuln 2022 

Pelrulbahan atas U lndang-Undang Nomor 12 Tahuln 1995 telntang Pelmasyarakatan  

berbunyi : 

Warga binaan pelmasyarakatan yaitul telrpidana yang seldang melnjalani 

pidana pelnjara ulntulk waktul telrtelntul dan selulmulr hidulp ataul telrpidana 

mati yang seldang melnulnggul pellaksanaan pu ltulsan, yang seldang melnjalani 

pelmbidaan dilelmbaga pelmasyarakatan.
38

  

Dari Pelratulran telrselbult maka Warga binaan pelmasyarakatan hanya 

dikelnakan kelhilangan kelmelrdelkaan. Teltapi hak-hak yang dimiliki Warga binaan 

pelmasyarakatan telrselbult telntulnya sama delngan hak-hak sulbjelk hulkulm lainnya. 

Selbellulm istilah warga binaan pelmasyarakatan digulnakan, yang lazim dipakai 

adalah orang pelnjara ataul orang hulkulman. Dalam Pasal 4 ayat (1) 

Gelstichtelnrelglelmelnt (Relglelmeln Pelnjara) Stbl. 1917 No. 708 diselbultkan bahwa 

orang telrpelnjara adalah: 

a. Orang hulkulman yang melnjalani hulkulman pelnjara (Gelvelngelnis Straff) 

ataul sulatul statuls/keladaan dimana orang yang belrsangkultan belrada dalam 

keladaan Gelvangeln ataul telrtangkap; 

b. Orang yang ditahan bulat selmelntara; 

c. Orang di sell; 

d. Selkalian orang-orang yang tidak melnjalani hulkulman orang-orang hilang 

kelmelrdelkaan (Vrijhelidsstraaf) akan teltapi dimasulkkan kel pelnjara delngan 

sah.
39

 

Adapuln kelwajiban Warga binaan pelmasyarakatan selorang warga binaan 

pelmasyarakatan yang seldang melnjalani sulatul hulkulman di Lelmbaga 

                                                           
38 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara 2022 Nomor 

165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan  Pasal 1  Ayat 6. 
39 Wahdanigsi, Implementasi Hak Warga binaan pemasyarakatan Untuk Mendapatkan 

Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Kabupaten Sinjai. Hasil 

Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. (Makasar:2015) 
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Pelmasyarakatan karelna tellah mellakulkan sulatul tindak pidana melmpulnyai 

kelwajiban yang haruls dilaksanakan, kelwajiban dari warga binaan pelmasyarakatan 

ini telrcantulm pada Pasal 11 U lndang-U lndang Nomor 22 Tahuln 2022 telntang 

Pelmasyarakatan: 

a. Melnaati pelratu lran tata telrtib; 

b. Melngikulti selcara telrtib program Pelmbinaan; 

c. Melmellihara pelrikelhidulpan yang belrsih, aman, telrtib, dan damai; dan; 

d. Melnghormarti hak asasi seltiap orang di lingkulngannya. 

e. Wajib belkelrja delngan melmpelrtimbangkan kondisi kelselhatan dan melmiliki 

nilai gulna.
40

 

Keltelntulan melngelnai Hak Warga binaan pelmasyarakatan, diatulr dalam 

Pasal 9 U lndang-U lndang Nomor 22 Tahuln 2022 menegaskan bahwa warga binaan 

pelmasyarakatan belrhak ulntulk: 

1. Melnjalankan ibadah selsulai delngan agama ataul kelpelrcayaannya; 

2. Melndapatkan pelrawatan, baik jasmani maulpuln rohani; 

3. Melndapatkan pelndidikan, pelngajaran, dan kelgiatan relkrelasional selrta 

kelselmpatan melngelmbangkan potelnsi; 

4. Melndapatkan pellayanan kelselhatan dan makanan yang layak selsulai 

delngan kelbultu lhan gizi; 

5. Melndapatkan layanan informasi; 

6. Melndapatkan pelnyullulhan hulkulm dan bantulan hulkulm; 

7. Melnyampaikan pelngadulan dan/ataul kellulhan; 

8. Melndapatkan bahan bacaan dan melngikulti siaran meldia massa yang 

tidak dilarang; 

9. Melndapatkan pelrlakulkan selcara manulsiawi dan dilindulngi dari 

pelnyiksaan, elksploitasi, dan selgala tindakan yang melmbahayakan fisik 

dan melntal; 

10. Melndapatkan jaminan kelsellamatan kelrja, ulpah, ataul prelmi hasil belkelrja; 

11. Melndapatkan pellayanan sosial; dan 

12. Melnelrima atau l melnolak kulnjulngan kellularga, advokat, pelndamping, dan 

masyarakat.
41

 

                                                           
40 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara 2022 Nomor 

165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan  Pasal 11 ayat 1. 
41 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara 2022 Nomor 

165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan  Pasal  9. 
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Adapuln larangan warga binaan pelmasyarakatan yaitul Dalam Pelratulran 

Kelmelntrian Hulkulm dan Hak Asasi Manulsia Nomor 6 Tahuln 2013 telntang Tata 

Telrtib Lelmbaga Pelmasyarakatan dan Rulmah Tahahnan Nelgara diselbultkan dalam 

Pasal 4 adanya belbelrapa larangan yang tidak bolelh dilakulkan olelh warga binaan 

pelmasyarakatan, bahwa seltiap warga binaan pelmasyarakatan ataul tahanan 

dilarang: 

a. Melmpulnyai hu lbulngan kelulangan delngan Warga binaan pelmasyarakatan 

ataul Tahanan lain maulpuln delngan Peltulgas Pelmasyarakatan; 

b. Mellakulkan pelrbulatan asulsila dan/ataul pelnyimpangan selksulal;  

c. Mellakulkan ulpaya mellarikan diri ataul melmbantul pellarian; 

d. Melmasulki Stelril Arela ataul telmpat telrtelntul yang diteltapkan Kelpala Lapas 

ataul Rultan tanpa izin dari Peltulgas pelmasyarakatan yang belrwelnang; 

e. Mellawan ataul melnghalangi Peltulgas Pelmasyarakatan dalam melnjalankan 

tulgas;  

f. Melmbawa dan/ataul melnyimpan ulang selcara tidak sah dan barang 

belrharga lainnya; 

g. Melnyimpan, melmbulat, melmbawa, melngeldarkan, dan/ataul melngkonsulmsi 

narkotika dan/ataul prelkulrsor narkotika selrta obat-obatan lain yang 

belrbahaya;  

h. Melnyimpan, melmbulat, melmbawa, melngeldarkan, dan/ataul melngkonsulmsi 

minulman yang melngandulng alkohol; 

i. Mellelngkapi kamar hulnian delngan alat pelndingin, kipas angin, tellelvisi, 

dan ataul alat ellelktronik lainnya; 

j. Melmiliki, melmbawa dan/ataul melnggulnakan alat ellelktronik, selpelrti laptop 

ataul kompultelr, kamelra, alat pelrelkam, tellelpon gelnggam, pagelr, dan 

seljelnisnya; 

k. Mellakulkan pelmasangan instalasi listrik di dalam kamar hulnian; 

l. Melmbulat ataul melnyimpan selnjata api, selnjata tajam, ataul seljelnisnya.
42

 

 

5. Lembaga Pemasyarakatan 

Lelmbaga Pelmasyarakatan yang sellanjultnya diselbult LAPAS adalah  

lelmbaga ataul telmpat yang melnjalankan fulngsi pelmbinaan telrhadap Warga binaan 

pelmasyarakatan diatulr dalam Pasal 1 ayat 18  U lndang-U lndang Nomor 22  Tahuln 

                                                           
42 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, Lembaran 

Negara 2013 Nomor 356; tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakan Dan  Rumah Tahanan 

Negara Pasal 4. 
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2022 telntang Pelmasyarakatan. Seldangkan dalam Pasal 1 ayat 1 U lndang-ulndang 

Nomor 22 Tahuln 2022 telntang Pelmasyarakatan, yang dimaksuld delngan 

pelmasyarakatan adalah Pelmasyarakatan adalah sulbsistelm pelradilan pidana yang 

melnyellelnggarakan pelnelgakan hulkulm di bidang pelrlakulaan telrhadap tahanan,anak 

dan dan warga binaan. 

Dari pelngelrtian telrselbult dapat dikeltahuli bahwa inti dari pelmasyarakatan 

adalah pelmbinaan telrhadap warga binaan pelmasyarakatan sulpaya nantinya dapat 

kelmbali kel masyarakat delngan baik. pelmbinaan itul dipelrlulkan sulatul sistelm, yang 

dinamakan sistelm pelmasyarakatan.U lndang-U lndang Nomor 22 Tahuln 2022 

telntang Pelmasyarakatan melngatulr sistelm pelmasyarakatan, yaitul sulatul tatanan 

melngelnai arah dan batas selrta cara pelmbinaan warga binaan pelmasyarakatan yang 

belrdasarkan Pancasila yang dilaksanakan selcara baik. 

 Masyarakat di bina selcara baik gulna melningkatkan kulalitas warga binaan 

pelmasyarakatan agar melnyadari kelsalahan, melmpelrbaiki diri dan tidak 

melngullangi tindak pidana, selhingga dapat di telrima kelmbali di lingkulngan 

masyarakat, dan julga dapat aktif belrpelran dalam pelmbangulnan dan dapat hidulp 

selcara wajar selbagai warga nelgara yang baik dan belrtanggulng jawab 

selbagaimana.  

Lelmbaga Pelmasyarakatan melrulpakan U lnit Pellaksana Telknis di bawah 

Direlktorat Jelndelral Pelmasyarakatan Kelmelntelrian Hu lkulm dan Hak Asasi Manulsia 

(dahullul Delpartelmeln Kelhakiman). Pelnghulni Lelmbaga Pelmasyarakatan bisa warga 

binaan pelmasyarakatan (napi) ataul Warga Binaan Pelmasyarakatan (WBP) bisa 
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julga yang statulsnya masih tahanan, maksuldnya orang telrselbult masih belrada 

dalam prosels pelradilan dan bellulm ditelntulkan belrsalah ataul tidak olelh hakim.
43

 

Lelmbaga Pelmasyaraktan selbagai uljulng tombak pellaksanaan asas 

pelngayoman melrulpakan telmpat ulntulk melncapai tu ljulan telrselbult diatas mellaluli 

pelndidikan, relhabilitas, relintelgrasi. Seljalan delngan tuljulan dan pelran telrselbult, 

maka telpatlah apabila peltulgas pelmasyarakatan yang mellaksanakan pelmbinaan 

dan bimbingan selrta pelngamanan warga binaan pelmasyarakatan dalam U lndang-

U lndang Nomor 22 Tahuln 2022 telntang Pelmasyarakatan diteltapkan selbagai 

peljabat fulngsional pelnelgak hulkulm. Sidik sulnaryo belrpelndapat bahwa:
44

 

“Lelmbaga Pelmasyarakatan melrulpakan bagian paling akhir dalam prosels 

pelradilan pidana dan selbagai selbulah tahapan pelmidanaan telrakhir suldah 

selmelstinya dalam tingkatan ini haruls telrdapat belrmacam harapan dan 

tuljulan dari sistelm pelradilan telrpadul yang ditopang olelh pilar-pilar prosels 

pelmidanaan mullai dari lelmbaga kelpolisian, keljaksaan, dan pelngadilan. 

Harapan dan tuljulan telrselbult dapat saja belru lpa aspelk pelmbinaan kelpada 

warga binaan pelmasyarakatan.” 

Pelran Lelmbaga Pelmasyarakatan melmuldahkan pelngintelgrasian dan 

pelnye lsulaian diri delngan kelhidulpan masyarakat, tu ljulannya agar melrelka dapat 

melrasakan bahwa selbagai pribadi dan Warga Nelgara Indonelsia yang mampul 

belrbulat selsulatul ulntulk kelpelntingan bangsa dan Nelgara selpelrti pribadi dan Warga 

Nelgara Indonelsia lainnya selrta melrelka mampul melnciptakan opini dan citra 

masyarakat yang baik.
45

 

Pelmbinaan warga binaan pelmasyarakatan dan anak didik belrdasarkan 

sistelm Pelmasyarakatan pelmbinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Warga 

                                                           
43

 https//id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 06 

Februari 2023. 
44 Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, (P.T. Alumni: Bandung), 2004, h. 213.  
45 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara 2022 Nomor 

165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan. 
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binaan pelmasyarakatan dan anak didik bulkanlah obyelk, teltapi sulbyelk yang tidak 

belrbelda dari manulsia lainnya yang selwaktul-waktu l dapat mellakulkan keljahatan 

ataul kelhilafan yang dapat dikelnai pidana. Warga binaan pelmasyarakatan bulkanlah 

pelnjahat yang haruls dibelrantas ataul dimulsnakan. Teltapi yang haruls dibelrantas dan 

dimulsnakan dari warga binaan pelmasyarakatan belrbulat hal-hal yang belrtelntangan 

delngan hulkulm. 

Pelmidanaan adalah ulpaya ulntulk melngelmbalikan warga binaan 

pelmasyarakatan melnjadi warga masyarakat yang belrgulna dan belrtanggulng jawab, 

taat hulkulm, melnjulnjulng tinggi nilai-nilai moral, dan sosial delmi telrcapainya 

kelhidulpan masyarakat yang aman dan damai. Sistelm dan ulpaya pelmasyarakatan 

ulntulk melngelmbalikan warga binaan pelmasyarakatan selbagai warga masyarakat 

yang baik melrulpakan bagian yang tidak telrpisahkan dari nilainilai yang 

telrkandulng dalam pancasila telrultama Sila Keltulhana Yang Maha Elsa dan Sila 

Kelmanulsian Yang adil dan Belradap.
46

 

Pelratulran Pelru lndang-ulndangan yang digulnakan selbagai landasan hulkulm 

ulntulk mellakulkan pelmbinaan warga binaan pelmasyarakatan adalah U lndang-

U lndang Nomor  22  Tahuln 2022  telntang Pelmasyarakatan, Pelratulran 

Pelmelrintahan Nomor 32 Tahuln 2006 Pelrulbahan atas pelratulran pelmelrintah Nomor 

32 Tahuln 1999 Telntang Syarat dan Tata Cara Pellaksanaan Hak Warga Binaan 

Pelmasyarakatan, Pelratulran Pelmelrintahan Nomor 31 Tahuln 1999 telntang 

Pelmbinaan dan Pelmbimbingan Warga Binaan Pelmasyarakatan, Kelpultulsan 

Melntelri Kelhakiman Relpulblik Indonelsia Nomor M-02-PK.04.10 telntang Pola 

                                                           
46Bambang Supriyono, Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan 

Terbuka Klas IIA Nusakambangan, (Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Jawa Tengah), 2012, h.1. 
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Pelmbinaan Warga binaan pelmasyarakatan/Tahanan. Dari pelratulran-pelratulran 

telrselbult lelbih banyak melngatulr melngelnai pelrlindulngan hulkulm warga binaan 

pelmasyarakatan selcara kelsellulrulhan selcara ulmulm, seldangkan keltelntulan yang 

melngatulr pelrlindulngan hulkulm telrhadap warga binaan pelmasyarakatan pelrelmpulan 

selcara khulsuls telrbatas hanya belbelrapa pasal saja. 

Fulngsi dan Tulgas Lelmbaga Pelmasyarakatan: 

a. Fulngsi Lelmbaga Pelmasyarakatan  

Pada tahuln 1963, sahardjo dalam pidatonya pelngulkulhan gellar doktor 

honoriscaulso di U lnivelrsitas Indonelsia melmbulat sulataul seljarah barul dalam dulnia 

kelpelnjaraan Indonelsia.Dikatakan, bahwa warga binaan pelmasyarakatan itul adalah 

orang yang telrselsat yang melmpulnyai waktul dan kelselmpatan ulntulk belrtobat, yang 

dalam kelbelradaannyapelrlul melndapat pelmbinaan.Sellanjultnya dikatakan, tobat 

tidak dapat dicapai delngan hulkulman dan pelnyiksaaan, teltapi delngan bimbingan 

agar kellak bahagia dulnia akhirat. 

Melmahami fulngsi lelmbaga pelmasyarakatan yang dikelmulkakan sahardjo 

seljak itul dipakai sistelm pelmasyarakatan selbagai meltodel pelmbinaan warga binaan 

pelmasyarakatan, jellas telrjadi pelrulbahan fulngsi lelmbaga pelmasyarakatan yang 

telrjadi telmpat pelmabalasan belrganti selbagai telmpat pelmbinaan. Di dalam 

pelrjalannya, belntulk pelmbinaan yang ditelrapkan bagi warga binaan 

pelmasyarakatan (pola pelmbinaan warga binaan pelmasyarakatan/tahanan 1990 

Dapelrtelmeln Kelhakiman) mellipulti: 

1. Pelmbinaan belrulpa intelraksi langsulng belrsifat kelkellulargaan antara 

pelmbina delngan yang dibina.  
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2. Pelmbinaan yang belrsifat pelrsulasivel yaitul belrulsaha melrulbah tingkah 

lakul mellalu li keltelladanan. 

3. Pelmbinaan belrelncana, telruls-melnelruls dan sistelmatis. 

4. Pelmbinaan kelpribadian yang mellipu lti kelsadaran belrdasarkan, 

belrbangsa dan belrnelgara, Intellelktulal, kelcelrdasan, kelsadaran hulkulm, 

keltelrampilan, melntal spiritulal.
47

 

Tuljulan pelmbinanan warga binaan pelmasyarakatan yang ditawarkan olelh 

C.I Harson adalah kelsadaran (conscioulsnelss). U lntulk melmpelrolelh kelsadaran 

dalam diri selselorang, maka selsorang haruls melngelnal diri selndiri. Diri seldiri yang 

melmpul melrulbah selselorang ulntulk manjadi lelbih baik, lelbih majul, lelbih positif. 

Tanpa melngelnal diri selndiri, telrlalul sullit dan bahkan tidak mulngkin selselorang 

akan melrulbah diri selndiri. Kelsadaran akan tuljulan pelmbinaan warga binaan 

pelmasyarakatan, cara melncapainya dilakulkan belrbagai tahap: 

1. Melngelnal diri selndiri. Dalam tahap melngelnal diri selndiri warga binaan 

pelmasyarakatan dibawa dalam sulasana dan situlasi yang dapat 

melrelnulngkan, melnggali, dan melngelnali diri selndiri. Melngelnal diri 

selndiri adalah melnganal hal-hal yang positif dan nelgativel, hal yang 

melndasari yaitul manulsia adalah selbagai makhlulk Tulhan yang 

melmpulnyai misi, tulgas selbagai hamba Tulhan, melmelhami hulbulngan 

manulsia delngan Tulhannya elbagai makhlulk individul selbagai anggota 

masyarakat dan selbagai bangsa. 

                                                           

47 Sahardjo,Pohon Beringin Pengayoman, Pidato Pada Upacara Penganugerahan gelar 

Docktor Honoris Causa.( Jakarta:1963) 
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2. Melmiliki kelsadaran belragama, mampul melwuljuldkan kelsadaran 

telrselbult dalam tindakan dan pelrbulatan selbagai makhlulk belragama. 

3. Melngelnal potelnsi diri, dan mampul melngelmbangkan potelnsi diri.  

4. Melngelnal cara melmotivasi, yaitul mampul melmotivasi diri selndiri ke l 

arah yang positif, tidak belrhelnti belru lsaha, melnatap masa delpan 

selbagai harapan dan melmbulang masalalul selbagai seljarah yang tak 

akan telrullang. 

5. Mampul melmotivasi orang lain, kellompok dan kellularga dan 

masyarakat selkellilingnya. 

6. Mampul melmiliki kelasadaran yang tinggi baik ulntulk diri selndiri, 

kellularga, kellompoknya, masyarakat selkellilingnya, agama, bangsa dan 

nelgaranya. 

7. Melmpul belrpikir dan belrtindak belrdasarkan kelpultulsannya.  

8. Melmiliki kelpelrcayaan diri yang kulat. 

9. Melmiliki tanggulng jawab. 

10. Melnjadi pribadi yang ultulh, yaitul mampul melnghadapi selgala 

tantangan, hambantan, halangan dan rintangan dalam masalah apapuln 

pada seltiap langkah kelhidulpannya. Melnjadi manulsia yang konselkuleln, 

belrkelpribadian, belrtanggulngjawab, belrorielntasi keldelpan, sellalul ingin 

majul dan belrpikir yang positif.
48

 

Tuljulan pelmbinaan warga binaan pelmasyarakatan sellanjultnya dikatakan 

ulntulk melmpelrbaiki dan melningkatkan ahklak (buldi pelkelrti) para warga binaan 

                                                           
48 Diah Gustiani Maulani, Hukum penitensia dan sistem pemasyarakatan di Indonesia, 

(Bandar Lampung:PKKPUU FH Unila,2013), h.67. 
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pelmasyarakatan dan anak didik yang belrada Lelmbaga Pelmasyarakatan. 

Pellaksanaan pidana pelnjara delngan melnonjolkan aspelk pelmbinaan didalam 

lelmbaga pelmasyarakatan, hingga saat ini melngalami hambatan, hal ini diselbabkan 

antara lain keltelrbatasan sarana fisik belrulpa bangulnan pelnjara dan pelralatan 

belngkell kelrja yang masih melmakai pelninggalan zaman colonial bellanda. 

b. Tulgas Lelmbaga Pelmasyarakatan Tulgas Lelmbaga Pelmasyarakatan 

mellipulti: 

1. Mellakulkan pelmbinaan warga binaan pelmasyarakatan ataul anak didik. 

2. Mellakulkan bimbingan, melmpelrsiapkan sarana dan melngellola hasil 

kelrja. 

3. Mellakulkan bimbingan sosial ataul kelrohanian warga binaan 

pelmasyarakatan/anak didik. 

4. Mellakulkan pelmelliharaan kelamanan dan tata telrtib lelmbaga 

pelmasyarakatan. 

Belrdasarkan pada Pelratulran Melntelri Hulku lm dan Hak Asasi Manulsia  

Relpulblik Indonelsia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahuln 2011 telntang Pelrulbahan 

Atas Kelpultulsan Melntelri Kelhakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahuln 1985 telntang 

Organisasi  dan Tata Kelrja Lelmbaga Pelmasyarakatan Pasal 4 ayat (1) Lapas di 

Klarifikasi dalam 4 (elmpat) kellas yaitul : 

1. Lelmbaga Pelmasyarakatan (Lapas) Kellas I;  

2. Lelmbaga Pelmasyarakatan (Lapas) Kellas II A;  

3. Lelmbaga Pelmasyarakatan (Lapas) Kellas II B; dan 

4. Lelmbaga Pelmasyarakatan (Lapas) Kellas III. 

 



35 
 

Lelmbaga Pelmasyarakatan melnelntulkan bahwa lelmbaga pelmasyarakatan di 

Indonelsia telrdiri dari: 

1. Lelmbaga Pelmsayarakatan yang dipelru lntulkan bagi warga binaan 

pelmasyarakatan delwasa pria yang belrulmu lr lelbih dari 21 tahuln 

2. Lelmbaga Pelmasyarakatwan Wanita ulntulk melnelmpatkan Warga binaan 

pelmasyarakatan delwasa wanita yang belru lmulr lelbih dari 21 Tahuln.  

3. Lelmbaga Pelmasyarakatan Pelmulda, dipakai ulntulk melnelmpatkan warga 

binaan pelmasyarakatan muldah pria dan wanita yang belrulmulr kulrang 

dari 21 Tahuln. 

4. Lelmbaga Pelmasyarakatan Anak dipelrgulnakan ulntulk melnelmpatkan 

warga binaan pelmasyarakatan anak yang belrulmulr sampai delngan 18 

Tahuln, mellipulti Anak Nelgara dan Anak Sipil Pria dan Wanita. 

5. Lelmbaga Pelmasyarakatan Anak Pria Tanggelrang ulntulk pelnelmpatan 

warga binaan pelmasyarakatan anak yang belrulmulr sampai delngan 

Anak Nelgara dan Anak Sipil Wanita. 

6. Lelmbaga Pelmasyaraktan Anak dan Wanita Tanggelrang dipelrgulnakan 

ulntulk warga binaan pelmasyarakatan anak yang belrulmulr sampai 

delngan 18 Tahuln mellipulti Anak Nelgara dan Anak Sipil Wanita. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi yang belrjuldull “Pelnelgakan Hulkulm Telrhadap Warga binaan 

pelmasyarakatan Yang Melnyimpan Narkotika Di Lelmbaga 

Pelmasyarakatan Kellas IIA Mulara Bulngo”, yang disulsuln olelh Ade l 

Malnelda Pultra 2020 U lnivelrsitas Batanghari. Dalam pelnellitian ini 

dipelrolelh bahwa Keltelrtiban di dalam Lelmbaga Pelmasyarakatan telntulnya 

di awasi olelh satulan pelngamanan yang telrdapat di dalam Lelmbaga 

Pelmasyarakatan, belrjalannya tata telrtib yang haruls di patulhi olelh warga 

binaan pemasyarakatan dan tahanan tidak lelpas dari kompeltelnsi 

kelhandalan dan kelwelnangan dari peltulgas kelamanan yang profelsional 

melnjalankan tulgas pokok dan fulngsi ulntulk melnghadapi warga binaan. 

Dalam Lelmbaga Pelmasyarakatan ditelmpatkan selmula warga binaan 

pemasyarakatan telrmasulk julga warga binaan pemasyarakatan kasuls 
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narkotika baik pelnyalahgulna maulpuln pelngeldar narkotika. Pelreldaran 

narkotika dalam Lelmbaga Pelmasyarakatan dapat dibulktikan delngan 

telmulan peltulgas yang melndapati warga binaan pemasyarakatan di Lapas 

Kellas IIA Mulara Bulngo yang belrnama Helrman alias Man mellakulkan 

tindak pidana narkotika akan teltapi prosels hulkulmnya tidak belrjalan dan 

selorang warga binaan pemasyarakatan belrnama Firdauls R Alias Fir Alias 

Gaelk Bin Ramli yang keldapatan melnyimpan narkotika dan dalam 

pelrsidangan telrdakwa telrbulkti belrsalah dan dijatulhi pidana pelnjara sellama 

1 (satul) tahuln. Hal ini melnulnjulkkan adanya kelndala-kelndala dalam 

Pelnelgakan Hu lkulm di Lelmbaga Pelmasyarakatan Kellas IIA Mulara Bulngo. 

Selhingga pelrlu l dicari ulpaya yang paling idelal, elfelktif dan aplikatif selrta 

relalistik dalam pelnelgakan hulkulm masalah ini delngan mellibatkan selmula 

potelnsi dari selgala ulnsulr, ultamanya pelrlu l pelningkatan Sulmbelr Daya 

Manulsia peltulgas Lelmbaga Pelmasyarakatan, koordinasi antara aparat 

pelnelgak hulkulm lainnya. 

 Pelrbeldaannya delngan pelnellitian yang pelnullis lakulkan yaitul, 

pelnullis mellaku lkan pelnellitian telntang bagaimana elfelktivitas   pelngawasan 

yang dilakulkan peltulgas pelngamanan lapas telrhadap wbp yang masih 

melnggulnakan selnjata tajam yang mana ini sangat melnggangul keltelrtiban 

lapas dan telrdapat pelrbeldaan pada lokasi pelnellitian. 

 Pelrsamaan delngan pelnellitian yang pelnullis lakulkan yaitul pada 

atulran yang dipakai yaitul Pelrmelnkulmham Nomor 6 Tahuln 2013 Telntang 

Tata Telrtib Lapas. 
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2. Skripsi yang belrjuldull “Pelmbelrian Pelmbelbasan Belrsyarat Telrhadap Warga 

binaan pelmasyarakatan Lelmbaga Pelmasyarakatan Kota Pelkanbaru l 

Belrdasarkan Pelratulran Melntelri Nomor 07 Tahuln 2022”, yang disulsuln olelh 

Aldi Ramdhani 2020 U lIN SUlSKA RIAU l Dalam pelnellitian ini dipelrolelh 

bahwa di dalam pelratulran Melntelri ini di jellaskan telntang syarat-syarat 

melmprolelh kelbelbasan belrsyarat. Namuln telrindikasi ada belbelrapa warga 

binaan pemasyarakatan yang tidak melndapatkan pelmbelbasan belrsyarat 

seldangkan warga binaan pemasyarakatan telrselbult suldah melmelnulhi 

pelrsyaratan selsulai Pelratulran Melntelri Nomor 07 Tahuln 2022 telntang 

Syarat Dan Tata Cara Pelmbelrian Relmisi, Asimilasi, Culti Melngulnjulngi 

Kellularga, Pelmbelbasan Belrsyarat, Culti Melnjellang Belbas, dan Culti 

Belrsyarat. Tulju lan pelnellitian ini adalah ulntulk melngeltahuli bagaimana cara 

melmprolelh pelbelbasan belrsyarat, apa faktor pelnghambat yang melnjadi 

pelnye lbab warga binaan pemasyarakatan tidak melmprolelh pelmbelbasan 

belrsyarat seldangkan warga binaan pemasyarakatan telrselbult suldah 

melmelnulhi pelrsyaratan selsulai pelratulran Melntelri Nomor 07 Tahuln 2022 

telntang Syarat Dan Tata Cara Pelmbelrian Relmisi, Asimilasi, Culti 

Melngulnjulngi Kellularga, Pelmbelbasan Belrsyarat, Culti Melnjellang Belbas, 

dan Culti Belrsyarat. 

Pelrbeldaannya delngan pelnellitian yang pelnullis lakulkan yaitul, pelnullis 

mellakulkan pelnellitian telntang bagaimana elfelktivitas   pelngawasan yang 

dilakulkan peltulgas pelngamanan lapas telrhadap wbp yang masih 
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melnggulnakan selnjata tajam yang mana ini sangat melnggangul keltelrtiban 

lapas. 

Pelrsamaan delngan pelnellitian yang pelnullis lakulkan yaitul pada lokasi 

pelnellitian di Lelmbaga Pelmasyarakan Kellas IIA Pelkanbarul. 

3. Skripsi yang belrjuldull “ Implelmelntasi Hulkulman Disiplin  Bagi Warga 

binaan pemasyarakatan (Stuldi Kasuls di Lapas Kellas II A Padang)”, yang 

disulsuln olelh Radi Aryan Pultra U lnivelrsitas Bulng Hatta dalam pelnellitian 

ini dipelrolelh bahwa Pelnjatulhan hulkulman disiplin Warga binaan 

pemasyarakatan yang mellanggar Tata Telrtib Lelmbaga Pelmasyarakatan, 

haruls selsulai delngan tata cara pellaksanaan yang diatulr dalam Pasal 12 ayat 

(1) dan (2) Pelratulran Melntelri Hulkulm Dan Hak Asasi Manulsia Relpulblik 

Indonelsia Nomor 6 Tahuln 2013 telntang Tata Telrtib Lelmbaga 

Pelmasyarakatan dan Rulmah Tahanan Nelgara. 

  Pelrbeldaannya delngan pelnellitian yang pelnullis lakulkan yaitul, 

pelnullis mellaku lkan pelnellitian telntang bagaimana elfelktivitas   pelngawasan 

yang dilakulkan peltulgas pelngamanan lapas telrhadap wbp yang masih 

melnggulnakan selnjata tajam yang mana ini sangat melnggangul keltelrtiban 

lapas dan telrdapat pelrbeldaan pada lokasi pelnellitian. 

   Pelrsamaan delngan pelnellitian yang pelnullis lakulkan yaitul pada 

atulran yang dipakai yaitul Pelrmelnkulmham Nomor 6 Tahuln 2013 Telntang 

Tata Telrtib Lapas. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jelnis pelnellitian yang digulnakan adalah pelnellitian hulkulm sosiologis, yaitu l 

pelnellitian yang dilaku lkan delngan melngadakan idelntifikasi hulkulm dan bagaimana 

elfelktifitas hulkulm ini belrlakul dalam masyarakat.
49

 Pelnellitian ini julga belrtitik tolak 

dari data primelr yaitu l data yang dipelrolelh langsulng yang dilakulkan baik mellaluli 

obselrvasi maulpuln wawancara. 

Pelnellitian ini diselbult  pelnellitian sosiologis karelna pelniltian ini dilakulkan 

nya wawancara dan obselrvasi delngan tuljulan helndak melngeltahuli pengamanan 

selnjata tajam yang digulnakan warga binaan pelmasyarakatan olelh satuan 

pelngamanan Lelmbaga Pelmasyarakatan Kellas IIA Pelkanbarul dan apa saja 

kelndala-kelndala yang dihadapi olelh satuan pelngamanan telrselbult delngan melnelmuli 

relspondeln yang melnjadi samplel dalam pelnellitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini deskriftif yaitu menggambarkan gejala dan fakta.
50

 

Penelitian deskriftif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu 

individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran 

suatu gejala lain dalam masyarakat.
51

 Sifat penelitian deskriftif ini berhubungan 

dengan pemasalah yang akan diteliti untuk menjelaskan gambaran secara 

                                                           
49Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press , 1982), h, 51. 
50Ahmad Beni Saebani, Metedologi Penelitian Hukum, (Bandung:CV Pustaka 

Setia,2008), h.57. 
51Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 

(Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h.25. 
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terperinci mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dalam pelaksanaan peraturan 

Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Permenkumham Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 

Negara bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Pekanbaru. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan Efektivitas Hukum. Pendekatan efektifitas hukum adalah hal 

berlakunya hukum dalam masyarakat atau lembaga yang di amati melalui perilaku 

hukum. Pendekatan efektivitas hukum ini dilakukan pada ideal hukum yang tidak 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan. 
52

 

Dimana dengan melihat penelitian yang di teiliti oleh penulis mengenai 

efektivitas pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan terhadap 

penggunaan senjata tajam oleh WBP  berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan belum sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang ditetapkan. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi pelnellitian ini dilakulkan di Kota Pelkanbarul khulsuls nya di Lelmbaga 

Pelmasyarakatan Kellas IIA Pelkanbarul yang telrleltak di jalan Lelmbaga 

Pelmasyarakatan No 19. Alasan pelnullis melngambil lokasi pelnellitian ini karelna 

                                                           
52 Hajar, Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih, (Pekanbaru, Riau 

: Suska Press, 2015), h.126. 
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objelk pelnellitian belrada ditelmpat telrselbult yaitul pelnggulaan selnjata tajam olelh 

warga binaan pelmasyarakatan Kellas IIA Pelkanbarul. 

D. Populasi dan Sampel 

Popullasi adalah kelsellulrulhan dari objelk pelngamatan dan/ataul objelk yang 

melnjadi pelnelitian.
53

 Popullasi dapat belrulpa himpulnan orang, belnda (hidulp atau l 

mati), keljadian, kasuls-kasuls, telmpat ataul ciri ataul sifat yang sama. Sampel adalah 

himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.
54

 

Pelngambilan sampell melrulpakan sulatul prosels dalam melmilih sulatul bagian 

yang relprelselntatif dari sulatul popullasi. Dalam pelnellitian ini popullasi adalah 

bidang KPLP Lelmbaga Pelmasyarakan Kellas IIA Pelkanbarul. Olelh karelna dalam 

pelnellitian ini popullasi telrlalul lulas maka ditariklah sampell ulntulk melwakili 

popullasi telrselbult selbagai objelk yang ditelliti delngan melnggulnakan cara 

nonrandom, gulna melndapatkan sampell yang belrtuljulan (pulrposivel sampling), 

yaitul delngan melngambil anggota sampell seldelmikian rulpa selhingga sampell 

melncelrminkan ciri-ciri dari popullasi yang suldah dikelnal selbellulmnya.
55

 sampell 

yang diambil dalam pelnellitian ini adalah Kelpala Bidang Kelsatulan Pelngaman 

Lapas, satuan pelngamanan lapas dan warga binaan pelmasyarakatan Laki-laki 

(Delwasa). 

 

 

 

 

                                                           
 53 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h,98. 
54 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet.ke - 

5, h.11. 
55 Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta :Ghalia 

Persada,  1990), h.34. 
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Tabel III.1 

Populasi dan Sample 

 

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023 

E. Data dan Sumber Data  

Dalam pelnellitian ini ada tiga jelnis data yang digulnakan olelh pelnelliti, 

antara lain: 

a. Data Primelr 

Data primelr yaitul data yang dipelrolelh langsulng dari sulmbelrnya, baik 

mellaluli wawancara maulpuln obselrvasi yang kelmuldian diolah olelh pelnelliti.
56

 

Data primelr dipelrolelh dari stuldi lapangan delngan mellakulkan 

wawancara,angkelt telrhadap responden yaitul Kelpala Lelmbaga Pelmasyarakatan, 

Kelpala Bidang Kelsatulan dan Kelamanan Lelmbaga Pelmasyarakatan, Satuan 

Pelngaman Pelmasyarakatan dan Warga binaan pelmasyarakatan. 

b. Data Selkulndelr 

Data selkelndelr yang dipelrolelh dari dokulmeln-dokulmeln relsmi, bulkul-bulkul, 

laporan, skripsi, telsis, diselrtasi dan pelratulran pelrulndang-ulndangan selrta tullisan 

ilmiah lainnya yang belrhulbulngan delngan Pellaksaan Pelngawasan di Lelmbaga 

                                                           
56 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Op.Cit, h,30.   

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1 
Kelpala Bidang Kelsatu lan Pelngamanan 

Lelmbaga Pelmasyarakatan 
1 1 100% 

2 Satuan Pelngamanan 40 4 10% 

3 Warga Binaan Pelmasyarakatan 1390 139 10% 

 Jumlah 1435 144  
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Pelmasyarakatan.
57

 dipelrolelh dari stuldi kelpulstakaan delngan bahan pelnellitian yang 

mellipulti bahan hulkulm primelr, bahan hulkulm selkulndelr dan bahan hulkulm telrsielr. 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Obselrvasi adalah sulatul prosels pelngamatan langsulng telntang apa yang 

telrjadi dilapangan, selhingga pelnullis dapat melmpelrkulat data yang ada. 

b. Angkelt adalah telhnik pelngulmpullan data yang melnyelrahkan atau l 

melmbelrikan daftar pelrtanyaan ulntulk di isi olelh relspondeln, Angkelt 

yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah angkelt telrtultulp yaitu l 

jawaban su ldah diseldiakan belrulpa pilihan selhingga relspondeln diminta 

melmilih salah satul jawaban selsulai delngan karaktelristik dirinya dalam 

pellaksaannya, pelnye lbaran angkelt ini lakulkan selcara langsulng karelna 

belrhulbulngan delngan diri relspondeln selndiri. Angkelt ini dituljulkan 

kelpada warga binaan pemasyarakatan di Lelmbaga Pelmasyaraktan 

Kellas IIA Pelkanbarul.  

c. Wawancara adalah sulatul kelgiatan tanya jawab yang dilakulkan selcara 

lisan olelh dula orang ataul lelbih selcara langsulng ulntulk melndapatkan 

informasi-informasi dan keltelrangan-keltelrangan yang ada. Prosels 

wawancara dilakulkan delngan harapan bahwa responden dapat 

melnjawab lelbih lellulasa pelrtanyaan yang dibelrikan, selrta julga dapat 

melnambah informasi barul yang tidak telrdulga. Wawancara dilakulkan 

selcara belbas dan telrbulka delngan daftar pelrtanyaan yang suldah telrlelbih 

dahullul disiapkan olelh pelnullis dalam peldoman wawancara. Namuln 

                                                           
57 Ibid,h,108. 
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tidak melnultulp kelmulngkinan pelnullis ulntulk dapat melnambah 

pelrtanyaan spontan jika jawaban responden melngandulng informasi 

yang tidak telrdulga. Selbellulm mellakulkan wawancara pelnullis julga 

melmbelrikan form pelrnyataan kelseldiaan diwawancarai kelpada 

responden ulntulk ditandatangani selbagai belntultanda bahwa responden 

belrseldia melnjadi responden tanpa paksaan dari pihak mana puln. 

Wawancara ini dituljulkan kelpada kelpala bidang KPLP dan   satuan 

pelngamanan. 

d. Pelnellitian kelpulstakaan dilakulkan ulntulk melmpelrolelh data selkulndelr 

delngan cara melmpellajari pelratulran pelru lndang-ulndangan, bulkul-bulkul, 

artikell, julrnal hulkulm selrta pelndapat para sarjana. 

e. Dokulmelntasi salah satul meltodel pelngulmpullan data kulalitatif delngan 

mellihat dan melnganalisis dokulmeln-doku lmeln yang di bulat olelh sulbjelk 

selndiri ataul orang lain telntang sulbjelk. Telknis analisis data yang 

digulnakan dalam pelnellitian ini adalah telknik delskriptif kulalitatif. 

Artinya data yang di pelrolelh diolah selcara sistelmatis. Proselsnya 

mellaluli tiga tahap yaitul melreldulksi data, melyajikan data dan melnarik 

kelsimpullan. Kelgiatan telrselbult dilaku lkan selcara telruls melnelruls 

dilakulkan selhingga melmbelntulk sikluls yang melnghasilkan kelsimpullan 

yang melmadai, selhingga prosels sikluls dapat saling belrhulbulngan 

selcara sistelmatis.
58

 

 

                                                           
58 Rianto Adi, Metodologi Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), h.72. 
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G. Teknik analisis data 

Tehnik analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif 

yang tata cara penelitiannya menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang 

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata yang diteliti dan 

dipelajari sebagai suatu yang utuh. Setelah semua data berhasil dikumpul, 

kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraianyang terang dan rinci. Data 

wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan 

analisis data untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Belrdasarkan hasil pelnellitian Efektivitas Pengamanan Lembaga 

Pemasyarakatan Oleh Satuan pengamanan Terhadap Warga Binaan Kellas IIA 

Pekanbaru, pelnullis melnyimpullkan selbagai belrikult : 

1. Pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan Lapas Kelas IIA 

Pekanbaru terhadap WBP yang menggunakan senjata tajam masih 

belum efektif. Faktanya ketika dilakukan nya razia satuan masih 

mendapatkan sajam tersebut di kamar hunian WBP akibat kurang 

ketatnya pengamanan baik secara internal dan external. Barang yang di 

temukan oleh satuan pengamanan yaitu barang berupa Pisau rakitan, 

Gunting, Besi sendok garpuh dan gosok gigi. Hal ini merupakan 

pelanggaran tata tertib delngan melndasarkan pada Pelratulran Melntelri 

Hulkulm Dan Hak Asasi Manulsia Nomor 6 Tahuln 2013 telntang Tata 

Telrtib Lelmbaga Pelmasyarakatan dan Rulmah Tahanan Nelgara dan 

didalam Pasal 4 Huruf l Pelratulran Melntelri Hulkulm Dan Hak Asasi 

Manulsia Nomor 6 Tahuln 2013 telntang Tata Telrtib Lelmbaga 

Pelmasyarakatan dan Rulmah Tahanan Nelgara Larangan Pelnggulnaan 

selnjata tajam oleh warga binaan pemasyarakatan.  

2. Terdapat kelndala-kelndala yang dihadapi olelh Peltulgas pelngamanan 

yaitu kelebihan penghuni (overcrowding), kulrangnya peltulgas 

pelngamanan,sarana dan prasarana, kulrangnya pelmbelkalan 

pelngeltahulan telrkait Pelngamanan kelpada satuan pelngamanan, 
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kulrangnya kelsadaran individul peltulgas pelngamanan, razia tidak sellulrulh 

blok/kamar tidak sellulrulh nya. 

B. SARAN  

Seltellah diadakan pelnellitian telntang elfelktivitas pengamanan lelmbaga 

pelmasyarakatan oleh Satuan pengamanan terhadap warga binaan Kellas IIA 

Pelkanbarul, pelnullis melmbelrikan belbelrapa saran antara lain: 

1. Disarankan Kelpada Lelmbaga Pelmasyarakan Kellas IIA agar lelbih 

intelnsif dalam mellakulkan pelngamanan pada seltiap kamar hulnian dan 

telmpat-telmpat warga binaan pelmasyarakatann dan tahanan mellakulkan 

kelgiatan selhari-hari 1 X 24 jam. Selhingga dapat melminimalisir 

ganggulan kelamanan dan keltelrtiban di dalam Lelmbaga 

pelmasyarakatan. 

2. Disarankan kelpada Lelmbaga Pelmasyrakan Kellas IIA, pelrlul melnambah 

julmlah pelrsonil peltulgas pelngamanana selrta melningkatkan kulalitas 

sulmbelr daya manulsia (SDM) yang ada. Pelnambahan julmlah pelrsonil 

sangat dipelrlulkan melngingat tulgas ultama dari para pihak peltulgas 

Lapas sellain melmbelrikan pelmbinaan bagi warga binaan 

pelmasyarakatan yaitul melnjaga kelamanan dan keltelrtiban rulmah 

tahanan. Pelningkatan kulalitas SDM dapat dilakulkan delngan 

melmbelrikan pellatihan dan pelndidikan tambahan delngan 

melndatangkan ahli baik dari para akadelmik, pelnelgak hulkulm atau l 

bahkan warga sipil yang melmpulnyai kelahlian yang belrkaitan delngan 

apa yang dipelrlulkan ulntulk melningkatkan kulalitas pelrsonil yang ada. 
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Jndul Penulisan

.Aieng Sri N{aulani Situnpul

: I l92L]711473

:Ilmu llukum,'Syari'ah dan Hukuin

,IJIN SuskaRiau

:Et-ektivitas Fungsi Pengawasan Oleh Pegarvai Pengamanan

Lembaga Femas-varakatan Terhadap Narapidana -vang

Menggunakan Benda Tajam di l".*mbaga Penrasyarakatan Kelas ilA

Pekanbaru

Nama tersebut diatas telah rnelaksan*kan Pra Riset dan pengumpulan data dalan: rangka

penyusunan skripsi Program Sarjana Strata I ts-il di Lembaga Pemasyarakatan Kelas iIA

Fekanharu.

Demikian disampaikafi. agar digunekan dengan sdragairnana ruestir:l?.

Fekarbaru" 15 Maret 2{}21
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan ll Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No.460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E KA N B A R U

Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : S03IDPMPTSP/NON IZIN'RlSETl54908

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah *"rnliff'3tfJ,
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :

Un.04lF.lllPP.00,gl3144l2023 Tanggal 15 Maret 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

7. Lokasi Penelitian

: AJENG SRI MAULANI SITOMPUL

:11920721473

: ILMU HUKUM

:Sl
: PEKANBARU

: EFEKTIFITAS FUNGSI PENGAWASAN OLEH PETUGAS PENGAMANAN LEMBAGA
PERMASYARAKATAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAH YANG
MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI LEMBAGA PERMSAYARAKATAN KELAS II
t ErEL&NEttEttt

: LEMBAGA PERMSAYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tldek :'rlelakukan kegiat=* i/eng rnen5rin':pang da:"i ketentuan ,,ang telah ditetepken.
2. Peiaksanaan Kegratan Peneiitian dan Pengumpuian Data ini beriangsung seiama 6 (enam) bulan terhitung mular

tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomenciasi ini ciibuar unruk ciipergunakan seper[unya

1. Nama

2. NIM/ KTP

3. Program Stucii

4. Jenjang

5. Alamat

6. Judul Penelitian

Dibuat di
Pada Tanggal

Pekanbaru
16 lVlaret 2023

DPf!
Frt?

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :

Sistem lnfornrasi Manajemen Pelayanan {SIMFEL}

DINAS PENAI.IAMA}I iTODAL DAN
PELAYANAH TERPADU SATU PIT.ITU

PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepaia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. KEPALA KANTOR KEL/1ENTERIAN WILAYAH HUKUI\d DAN HAfu{ PROVINSI RIAU
a n-t,-^ E-I.,,t+^- c,,-*i-L J^* u,.t-..* ! IIll 4.,^r-- n!-,. J: n-r---L^.-,,.). Lrtir\dil I dt\uttdl u-ydildlrudlr rtu^uiltLrrrt QuSnd ntdu ut rgh.dillrdtu

4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN HUKUIVI DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. I Fax. (0761) 23846 - 21860
Laman : www. kemenkumham. qo. id, surel : riau. kepegawaian@gmail.com

Nomor
Lampiran
Hal Surat Rekomendasi RiseVPra Riset

An. Ajeng Sri Maulani Sitomoul

Yth.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Pekanbaru
Di Tempat

Sehubungan dengan surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET

fEifillA +^^--al 1e [r^-^r 4/1n.2 L^l ^^lalznanaan L-aaia{aa riaal! hr^ ,;^^+ ,{+n
iQ+!r'\ro aAiiggdi iO lvicitet z-Vt-\> rrqi PEi<insdild<,li h.egieiacrii liocu Pra rroEt uall

pengumpulan data untuk skripsi bagi mahasiswa, bersama dengan ini di sampaikan kepada

saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Program Studi llmu Hukum atas nama :

Ir.l^m^ ' Ainna Qri tt/l^"|^^i Ci+amn.rl
i tdi i ici -\j€i ilt \rt i lYtcrulal ll utrul I lPul

NIM : 11920721473

untuk melaksanakan riseUpra riset pengumpulan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

rrA n^r---L--.. J----^ ;,.J..1 Er^l+:.,i+^^ E..--^i r-t^^^^..,---- trl^a^ nl^h trl^+,r^^^ii,-t rtrRciltucltu LrEtrgail JLtL.Ltt LrErNLtvlLcrs r Lrtrgsl rtilrgclYvcrscrii rEaagci$rcrocur lvfr(rrr r (;\uYErJ

Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

yang menggunakan senjata tajam di Lembaga Pemasyarakatan Kelasll A Pekanbaru.

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi

w4.HH.04.04-2841 17 Marel 2023

ir.i,l{:}:r}r:1.,.! i'rr :j;j!;i::,i a rii.r:1ti,:'liiir .,:r1ial

Johan Manurung
NtP.1 9661 0251 986031 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru

ii+,"i-**Ji {{iit"e::!+ir {t+*r.* iii44ri !'rsi:,ii1tjl Ei'1i1{i lilh*d&rE s-ks{L*f,ii*qlBri&*i



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
IND*NESiA KANTCR WILAYAH RIAU

LEIIIBASA PE Nfi A$YARAKATAH XELAS I IA PEKAN EARU
Jalan Pemasyarakatan No.19 Pekanbaru {28222} Telp/Fax 0761'22282
Laman : www. la paspekanbaru.id, email: keuanga*lapaspku @gmail.cont

SIJRAT KETERANGAN
Nomor : W4.PAS.PAS.LUM.01 01-0710

Yang bertanda tangan di barvah ini, Kepala l"embaga Pemas_-varakatan Kslas liA

Pekanbaru, meneranghan bahwa:

Nama

Nlhil

.lun"rsao/FakuIt*s

P*rguruan Tinggi

"ludul Fi*nuiisal

: Ajeng Sri Maulani Sitompul

.1192tJ7?1113

: Ihnu Hukum i Syariah dan Hukum

: UiN S*itac S,varii-Kasira Riar:r

= Efbktivitas f,ungsi pcngalvasan *leh petrtga-e pengarnanan

Lerrrbag;l I'erltas','arakatatt tcrliaCc;-r Wilrg;r [itrlaan

Pemas--valakatan \rang rnengguaaka* senjata tajart di Lembag*

Pemasyarakatan kelas 11A Pekanbaru

Nama tersebut diatas telah melaksan*kan Penelitian dan pengumpulan data dalanl

rangka psnyusunan skripsi Program sarjana Strata I {S-ll di l-enrbaga PemasS,arakatan Kelas

IIA Pekanbaru.
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BIOGRAFI PENULIS 

 

Ajeng Sri Maulani Sitompul lahir di Sukabumi, pada tanggal 

05 Juli 2001, merupakan anak tunggl dari pasangan Ayahanda 

Haidir Sitompul dan Ibunda Dewi Puspa Sari. Penulis 

mengawali pendidikan di SDN 014628 Pematang Sunga Baru, 

Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi 

Sumatra Utara dan lulus pada tahun 2013, penulis melanjutkan 

pendidikan di Pondok Pesantren Modern An-Ni’mah Kecamatan Rawang Panca 

Arga, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara dan lulus pada tahun 2016. 

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 

Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provins Riau dan lulus 

pada tahun 2019.  

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2019, dengan 

jurusan Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan penulis 

menyelesaikan studi S1 Ilmu  Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 

2023. 

Akhir kata mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas 

selesainya skripsi yang berjudul Efektivitas Pengamanan Oleh Satuan 

Pengamanan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Menggunakan 

Senjata Tajam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbar", 

Terimakasih  

 


